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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Permasalahan kekosongan hukum yang terdapat pada peristiwa perjanjian baku 

“Kontrak Nasional” antara PT.”T” dan Pemasok ternyata dapat terisi oleh 

ketentuan Pasal 18 UUPK, yaitu ketentuan yang mengatur mengenai klausula 

baku yang di larang dalam perjanjian baku. Terdapat permasalahan yang sama 

antara “Kontrak Nasional” dengan peristiwa yang di atur dalam Pasal 18 

UUPK, yaitu adanya klausula baku yang merugikan pihak yang lemah dalam 

perjanjian timbal balik. Dalam hal ini, pihak yang lemah dalam perjanjian 

adalah penerima perjanjian baku, yaitu Pemasok dalam “Kontrak Nasional” 

dan Konsumen dalam UUPK. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya 

perbedaan subyek hukum antara “Kontrak Nasional” dengan Pasal 18 UUPK, 

bukan lah hal yang esensial. Karena hal yang esensial dalam Pasal 18 UUPK 

adalah adanya klausula baku yang merugikan penerima perjanjian baku. Oleh 

karena itu, konstruksi hukum analogi dapat dilakukan, yaitu dengan 

mengonstruksi istilah “Pelaku Usaha” menjadi “Pembuat Perjanjian Baku” dan 

istilah “Konsumen” menjadi “Penerima Perjanjian Baku”. Dengan konstruksi 

hukum ini, kekosongan hukum terisi oleh Pasal 18 UUPK, sehingga Pasal 18 

UUPK dapat dijadikan batu uji perjanjian baku “Kontrak Nasional” antara 

PT.”T” dan Pemasok. 

Perjanjian baku “Kontrak Nasional” antara PT.”T” dan Pemasok masih banyak 

menetapkan ketentuan yang tidak sesuai dengan Pasal 18 UUPK. Selain Pasal 

18 UUPK, terdapat klausula “Kontrak Nasional” yang melanggar Pasal 1339 

KUH.Perdata, khususnya mengenai kepatutan dalam sebuah perjanjian. 

Pelanggaran yang terdapat pada “Kontrak Nasional” mencakup penerapan 

klausula eksonerasi, yaitu pengalihan tanggung jawab pelaku usaha 

(Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) UUPK), penerapan klausula yang sulit 

dimengerti (Pelanggaran Pasal 18 ayat (2) UUPK), serta penerapan klausula 
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baku yang tidak sesuai kepatutan dalam perjanjian (Pelanggaran Pasal 1339 

KUH.Perdata). Penulis menilai bahwa perjanjian baku “Kontrak Nasional” 

masih memiliki masalah dalam segi penulisan dan substansi karena 

didalamnya masih terdapat beberapa kesalahan pengetikan serta pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dari pelanggaran-pelanggaran di atas, tentu ada konsekuensi yang harus 

dihadapi. Pasal 18 ayat (3) UUPK menegaskan bahwa klausula yang 

bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK dinyatakan batal demi 

hukum. Akan tetapi, penulis menilai bahwa terminologi Pasal 18 ayat (3) 

UUPK yang menyatakan bahwa hanya klausula yang melanggar saja yang 

batal demi hukum itu tidak benar. Mengingat ketentuan Pasal 1320 

KUH.Perdata, khususnya tentang pemenuhan syarat obyektif yaitu kausa yang 

halal, semestinya seluruh perjanjian yang batal demi hukum. Selain itu, 

pelanggaran terhadap Pasal 1339 KUH.Perdata pun berdampak sama, yaitu 

batal demi hukum, karena sama-sama melanggar ketentuan syarat obyektif 

kausa yang halal dalam Pasal 1320 KUH.Perdata. 

2. Saran 

Berdasarkan analisis dan kesimpulan penulisan hukum ini, penulis 

menyarankan beberapa hal kepada PT.”T” selaku pembentuk perjanjian baku 

“Kontrak Nasional”, yaitu: 

1. Pihak PT.”T” selaku pembentuk perjanjian baku seharusnya mengubah 

beberapa klausula, khususnya klausula Pasal 10 (c) dan Pasal 10 (aa) agar 

tidak melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK, tentang larangan 

pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (pembuat perjanjian baku). 

Sehingga perjanjian baku “Kontrak Nasional” menerapkan pembagian hak 

dan kewajiban yang sesuai hukum serta tidak merugikan penerima 

perjanjian baku; 

2. Pihak PT.”T” selaku pembentuk perjanjian baku seharusnya memperbaiki 

kesalahan pengetikan pada Pasal 2 (h), pencantuman klausula yang tidak 
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ada pada Pasal 2 (h), serta memperjelas ketentuan dan maksud klausula 

pada Pasal 10 (p) agar tidak melanggar Pasal 18 ayat (2) UUPK. Selian 

itu, agar “Kontrak Nasional” dapat dimengerti secara menyeluruh oleh 

Pemasok; dan 

3. Pihak PT.”T” selaku pembuat perjanjian baku seharus menerapkan 

ketentuan Pasal 1339 KUH.Perdata di setiap klausula baku yang 

dibuatnya. Hal ini perlu dilakukan agar dalam pelaksanaan perjanjian tidak 

terjadi sengketa dengan penerima perjanjian baku yang disebabkan karena 

penetapan klausula yang tidak patut dalam perjanjian. Dalam hal “Kontrak 

Nasional”, PT.”T” perlu mengubah ketentuan Pasal 10 (e) mengenai 

besaran pengenaan kompensasi yang disamaratakan bagi semua Pemasok. 

Penulis menyarankan untuk mengganti ukuran besaran dengan 

penghitungan prosentase agar pengenaan besaran kompensasi menjadi 

patut bagi semua Pemasok PT.”T”.  
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